SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD)
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PRCOVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

:a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2012

b.

C.

L.

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan
Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah
ditetapkan modal dasar sebesar Rp. 3.500.000.000.000,00 (tiga
triliun lima ratus miliar rupiah);

bahwa dalam rangka mengantisipasi peningkatan usaha,
mengoptimalkan potensi bisnis yang akan dikembangkan serta
upaya menjadi Bank Nasional sebagai Bank Umum Kegiatan
Usaha (BUKU) 3, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999
perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan jumlah
pengurus perseroan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum
Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)
Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 238);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang lNomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembharan Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah. Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara’ Repubhk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 37);
I



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Perubahan Bentuk
Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan
Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN
DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan

Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah
(PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah
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Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002) diubah,

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar
Rp. 3.500.000.000.000,00 (tiga trviliun lima ratus miliar
rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar
Rp. 11.500.000.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus
miliar rupiah).

Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
modal disetor sebesar Rp. 2.931.159.000.000,00 (dua
triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus lima
puluh sembilan juta rupiah).

Perubahan Modal dasar dan/atau modal disetor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan
modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dltetapkan
dalam Anggaran Dasar.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

PT. Bank DKI diurus dan dipimpin oleh Direksi paling
sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi minimal
harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Dbertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.  berakhlaq dan moral yang baik; dan

c. memiliki keahlian di bidang perbankan.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa
jabatan, tugas, dan wewenang Direksi, diatur dalam

ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan dan
Anggaran Dasar.



3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 10

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang
dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, seorang
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris, ‘minimal
harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berakhlaq dan moral yang baik; dan

c. memiliki keahlian di bidang perbankan.

Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dalam
menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban
melaporkan kegiatan usaha PT. Bank DKI Kepada
Gubernur. :

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa
jabatan, tugas, dan wewenang komisaris, diatur dalam
Anggaran Dasar.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku maka :

a. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 1 Tahun
1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota. Jakarta
Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas
(PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus, Ibukota
Jakarta; dan

Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah 1
Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas
(PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 11 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR@‘ UKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVIN S DRHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (15/2014)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS _
IBUKOTA JAKARTA -

NOMOR 156 TAHUN 2014 i

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD)
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Bahwa sampai saat ini modal yang telah disetor sebesar
Rp. 2.931.159.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar
seratus lima puluh sembilan juta rupiah), terdiri dari modal yang disetorkan
oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar
Rp. 2.930.159.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh miliar
seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan modal yang disetorkan
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan usaha, mengoptimalkan
potensi bisnis yang akan dikembangkan serta upaya menjadi Bank Nasional
sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dengan modal inti minimal
sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima ftriliun rupiah) sampai dengan
Rp. 30.000.000.C00.000,00 (tiga puluh triliun rupiah), dengan demikian perlu
dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar Rp. 3.500.000.000.000,00
(tiga triliun lima ratus miliar rupiah rupiaa) menjadi sebesar
Rp. 11.500.000.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus miliar rupiah).

Untuk mengoptimalkan potensi bisnis yang akan dikembangkan Bank
DKI ke depan, baik di segmen ritel dan konsumer sebagai engine of
profitability maupun segmen komersial dan korporasi sebagai engine of
growth, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan
Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan yang terkait dengan Perseroan Terbatas dan
Perbankan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1014



